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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN 

DASAR HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR 

: 0530/Pdt.G/2013/PA.PAS TENTANG CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN 

SUAMI MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA KARENA 

MEMENTINGKAN SAUDARANYA 

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Putusan PA Nomor. 

0530/Pdt.G/2013/PA.Pas 

Analisis tentang cerai gugat yang disebabkan suami melalaikan 

tanggung jawab keluarga kerena mementingkan saudaranya di Pengadilan 

Agama Pasuruan, yang mana dalam bab II telah dijelaskan tentang sebab 

kelalaian suami dalam tanggung jawabnya terhadap keluarga yang 

menimbulkan perceraian karena perselisihan atas perkara Nomor 

0530/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai 

berikut : 

1. Faktor suami melalaikan tanggung jawab keluarga 

2. Faktor pihak ketiga dirumah 

3. Faktor perkawinan yang lemah 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama 

pasuruan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian 

yang disebabkan karena suami melalaikan tanggung jawab keluarga adalah 

gugatan yang diajukan saudari Evi telah memenuhi alasan yang cukup kuat 

yang diperbolehkan mengajukan perceraian berdasarkan pasal 19 Peraturan 
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Pemerintah Nomor : 19 tahun 1975 jo pasal 116 kompilasi hukum islam yang 

berbunyi :  

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan   lain sebagainya yang sukar disembuhkan 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

di luar kemampuannya 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak  

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri 

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

7. Suami melanggar taklik talak 

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan 

 

Bahwa dasar pertimbangan Hakim karena perselisihan suami isteri 

atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas 

adalah pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sehingga yang menjadi 

puncak pertengkaran tersebut karena suami melalaikan tanggung jawab 

keluarga karena mementingkan saudara dan ponakannya. 

Oleh karena itu pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 

tersebut berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Di samping itu berdasarkan 

tidak hadirnya Tergugat maka dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan 

bukti-bukti dan alasan-alasan yang sesuai dengan Hukum Islam, maka 

Majelis Hakim memutuskan kasus tersebut dengan mengabulkan gugatan 

Penggugat yang menceraikan ikatan perkawinan antara saudari Evi dan 

Sholeh, dan Hakim memutuskan karena berdarkan kemaslahatan kedua belah 
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pihak, karena keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi dan sudah tidak 

terpenuhinnya tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia 

dan kekal, dan jika perkawinan tetap diteruskan maka akan menimbulkan 

mafsadat bagi keduanya karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami 

isteri maka menceraikan keduanya lebih baik mempertahankan. Hal tersebut 

berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi : 

Artinya : “ menarik kebaikan dan menolak kerusakan” 

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa menceraikan kedua 

belah pihak lebih baik dari pada tetap mempertahankan. Setelah Hakim 

mendengar keterangan-keterangan para saksi yang menyatakan bahwa 

kehidupan mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus, dan disamping itu dengan ketidakhadiran 

Tergugat dalam persidangan maka Hakim menyatakan ketidakhadiranya 

Tergugat berdasarkan pasal 125 HIR.  

Oleh karena itu, dalam kasus ini sesuai dengan Undang-undang maka 

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan kasus perceraian 

karena perselisihan suami isteri yang menggunakan dasar pertimbangan 

Undang-undang yang berlaku yaitu pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor : 

1 tahun 1974 yang berbunyi, “ jika suami atau isteri melalaikan kewajiban 

masing-masing maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama” .  

juga berdasarkan pasal 19 huruf 9 (f) peraturan pemerintah Nomor : 9 Tahun 

1975 yang berbunyi : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi 
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perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga”. 

Jadi dapat dipahami berdasarkan kehidupannya retak disebabkan 

adanya hal-hal yang dapat dibenarkan leh Undang-undang sebagai alasan 

perceraian yang diakibatkan perselisihan dan pertengkaran suami isteri 

sehingga ketikcocokan diantara para pihak untuk hidup sebagai suami isteri 

yaitu disebut Syiqaq. Berdasarkan firman Allah surat an-Nisa’ ayat 35 yang 

berbunyi : 

          

          

Artinya. “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam  dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.”
1
 

Analisis terhadap bukti-bukti dan alasan-alasan hukum 

Sebagaimana deskripsi pada bab III sub D mengegenai pertimbangan 

hukum dan dasar hukum oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan, jika 

dilakukan sebuah analisis maka dapat dijumpai bahwa putusan tersebut 

kurang mengacu pada segi hukum formalnya. Dimana sumber hukum formal 

tersebut antara lain : 

1. Undang-undang  

                                                           
1
 Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2005), 66 
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2. Kebiasaan (custurn) 

3. Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie) 

4. Traktat (treaty) 

5. Pendapat sarjanah hukum (doktrin)
2
 

Selanjutnya penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai putusan 

tersebut dari sudut pandang kebenaran formil dan kebenaran materiilnya. 

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan 

adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya 

hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwannya. 

Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada 

peraturan hukumnya, justru penyelesainnya.
3
  

Hukum positif kita dalam acara perdata diatur dalam H.I.R. pasal 178 

ayat (1) dan Rgb serta BW buku IV yang tercantum dalam H.I.R. dan Rgb 

adalah hukum pembuktian baik yang materiil maupun formil.
4
 

Hal tersebut sesuai dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama. 

Untuk dapat mengkonstatir, peristiwa konkrit harus dibuktikan lebih 

dahulu. Kemudian sstelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstatir, maka 

dicarikan hukumnya. Disinilah dimulai dengan penemuan hukum 

(rechtvinding) 

                                                           
2
 S. T. Kansil, Ilmu Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia ,( Jakarta: Balai Pustaka, 

1989). 46 
3
 Sudikno Mertokusumo dkk, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,(Yogyakarta: Citra Aditya, 

2013).32  
4
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 110 
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Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari Undang-

Undang hukumnya. Untuk mencari atau menemukan hukumnya serta 

Undang-Undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, yang 

kemudian harus diarahkan kepada Undang-undangnya. Sebaliknya Undang-

undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit. 

Pasal 184 H.I.R. mengatur hal-hal apa yang harus dimuat dalam surat 

putusan, diantaranya : 

a. Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban 

b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan Hakim 

c. Putusan pengadilan mengenai pokok perkara 

d. Putusan tentang besarnya biaya perkara 

e. Putusan memuat keterangan tentang apakah kedua belah pihak hadir atau 

tidak pada waktu putusan dijatuhkan 

f. Apabila putusan didasarkan kepada peraturan Undan-undang yang pasti, 

maka peraturan tersebut harus disebutkan
5
 

 

Analisis Tentang Syarat Formil Gugatan  

Secara garis besar bentuk da nisi surat gugatan terdiri dari tiga 

komponen yaitu : 

a. Identitas pihak-pihak 

b. Fakta-fakta atau hubungan hukum yan terjadi antara kedua belah pihak, 

biasa disebut bagian “posita” (jamak) atau “petitum” (tunggal) 

c. Isi tuntutan yang biasa disebut dengan “posita” (jamak) atau “petitum” 

(tunggal)
6
 

                                                           
5
 Retno Sutantio dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Maju Mundur, 

2009), 113-114 
6
 Umar Said, Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan agama,( Surabaya: CV. Cempaka, 2002). 

 155 
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Sedangkan syarat kelengkapan gugatan atau permohonan sendiri atas 

syarat umum dan syarat khusus, namun dalam hal ini hanya memuat syarat 

umum saja diantaranya : 

1. Surat gugatan atau permohonan tertulis atau dalam data huruf, catatan 

gugat atau cataan permohonan 

2. Surat keterangan kependudukan atau tempat tinggal bagi penggugat atau 

pemohon 

3. Verschet biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat 

keterangan dari lurah atau kepala desa yang disahkan oleh camat
7
  

Dengan demikian menurut formil gugatan, maka putusa nomor diatas 

telah sesuai dengan syarat formil gugatan, kalau demikian maka kiranya 

Hakim Pengadilan Agama telah sah menjatuhkan putusanya. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum 

Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas 

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan 

watak dan sifat pembawaan kejadian manusia (manusiawi). Karena itu Islam 

sangat memperhatikan realitas yang disandang manusia, kemudian Islam 

mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan.
8
 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah 

dipaparkan di pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan menjelaskan 

tentang analisis putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan 

                                                           
7
 Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), 68 

8
Musthafa Kamal Pasha, et.al, Fikih Islam (Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih), (Yogyakarta: 

Citra Karsa Mandiri, 2002), 288. 
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No.0530/Pdt.G/2013/PA.Pas yang menyatakan bahwa perceraian disebabkan 

oleh tergugat yang melalaikan tanggung jawab terhadap keluarganya. 

Perkara perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat ialah 

disebabkan tergugat sudah melalaikan tanggung jawab keluarganya, termasuk 

tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan sehingga 

terjadilah fasakh yang artinya merusak atau membatalkan dengan maksud 

memutus ikatan antara suami dan isteri atas permintaan salah satu pihak 

yang diajukan ke Pengadilan Agama .
9
 

Shiqa>q itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti 

perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu 

orang dari pihak suami, dan satu orang dari pihak isteri. Pengangkatan hakam 

jika terjadi shiqa>q, ketentuannya terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ 

ayat 35, yang isinya: 

                   

        

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua 

suami isteri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam 

itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufiq 

kepada suami isteri itu.Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan 

maha mengenal.” 

 

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dasarkan pada perlakuan 

Tergugat yang melalaikan tanggung jawab keluarga bahkan suami tidak 

pernah memberikan nafkah apapun kepada isteri. Penggugat sudah tidak 

                                                           
9
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 187. 
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sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun 

Tergugat sudah diberi kesempatan. Perselisihan yang disebabkan oleh suami 

yang melalaikan tanggung jawab keluarga ini menjadi dasar, karena sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa shiqa>q telah terjadi pada kehidupan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itulah Islam memperbolehkan 

seorang isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya. 

Disebutkan dalam putusan No.0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. bahwa isi 

dari gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang kelalaian Tergugat 

terhadap keluarga dan Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya 

mengakui atau tidak membantah gugatan dari Penggugat. Alasan melalaikan 

tanggung jawab yang digunakan untuk menggugat Tergugat karena 

Penggugat sudah tidak bisa menahan rasa sakit hati atas perbuatan Tergugat 

yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat.
10

 Islam juga telah menjelaskan bahwa alasan ini diperbolehkan 

seorang pasangan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian karena 

Penggugat sudah menasehati serta mengingatkan bahwa perbuatan yang 

dilakukan adalah dilarang oleh agama Islam. Setelah penulis mengamati dan 

mempelajari tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis sudah 

sangat benar dan tepat karena dalam suatu hubungan rumah tangga tidak 

akan berjalan sesuai dengan yang di inginkan jika salah satu dari suami isteri 

                                                           
10

 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 

99. 
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tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan adanya pihak ketiga dalam 

sebuah perkawinan sehingga membuat sebuah rumah tangga berantakan. 

Disebutkan pula dalam putusan tersebut Hakim juga mengemukakan 

pendapat Ulama’ dalam Kitab Al-Anwar Juz 11 halaman 55 yang artinya 

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu 

diputuskan dengan bukti-bukti”. Dalam penjelasan sebelumnya juga telah 

dijelaskan alasan kuat Penggugat, tidaklah mungkin Penggugat secara tiba-

tiba mengajukan gugatan terhadap suaminya yakni Tergugat yang sudah 

menjadi suaminya dan telah dikaruniai satu orang anak.  

Penulis mengemukakan pendapat bahwa menurut perspektif Hukum 

Islam seorang isteri yang dalam keadaan diatas sudah boleh mengajukan 

gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama karena suami sudah tidak 

mampu menjadi imam dalam kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan 

apa yang dimaksud dalam Undang-Undang. 

Dengan demikian, menurut analisis penulis menyatakan bahwa 

kesimpulan dan keputusan Majelis Pengadilan Agama Pasuruan dalam kasus 

cerai gugat yang disebabkan oleh suami melalaikan tanggung jawab keluarga 

karena mementingkan saudara dan ponakan-ponakannya. Meskipun begitu 

akankah lebih baik lagi jika suami lebih mendahulukan keluarganya bukan 

melalaikan tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga.  

Akankah lebih baik lagi apabila dilakukan ijtihad lebih baik hakim 

melihat lagi putusan terhadap cerai gugat tersebut agar suami bisa 

memberikan tanggung jawab kepada keluarga walaupun hanya materi kepada 
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anaknya. Karena tanggung jawab anak itu ada dalam kekuasaan seorang ayah, 

dalam putusan tersebut Tergugat hanya memberikan uang kepada anak 

sebanyak empat kali saja dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah baik kepada isteri ataupun anak lagi setelah Penggugat dipulangkan 

kerumah orang tuanya oleh Tergugat. Padahal tanggung jawab utama suami 

adalah kepada kelaurga yaitu anak dan isteri, akan tetapi dalam perkara ini ia 

mementingkan atau mengutamakan saudara dan keponakannya yang 

harusnya dibantu saja bukan menjadi tanggung jawab untuk memperhatikan 

atau memberikan nafkah sebagai kewajibannya untuk keluarga.   

 

 

 

 

 

 

 

 


